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EDITORIAL 
Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pandai, Jurnal Magister Hukum 
Program Studi Magister llmu Hukum fakultas Hukum Universitas Surabaya kembali 
hadir pada bulan Marer 2017. Kami mengucapkan terimakasih kepada para 
mahasiswa S-2 maupun S-3 yang berkontribusi dalam jurnal ini, juga bapak dan ibu 
dosen yang telah berpartisipasi dalam menulis. Pada Volume 2 Nomor 1 Maret 2017 
ini ada empat (4} hasil penelitian mahasiswa S-2 yang dipublikasikan, antara lain: 
Imma Noer Fatimah yang mengungkapkan hasil penelitiannya tentang "Pengajuan 
Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha_ dan Implikasi Hukum-
nya".Dilanjutkan dengan Mohammad Donny Aprianto Wtbt>wo dengan judul 
"Pengaruh Pemeriksaan Persiapan terhadap Obyektifitas Hakim Pengadilan Tata 
Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara". Kemudian, hasil 
penelitian mengenai "Politik Hukum Ikrar Cerai Talak di Depan Pengadilan" ditUlis 
oleh Rio Firdaus. Diakhiri dengan hasil penelitian dari Steven Mandraguna yang 
menyoroti tentang ."Persetujuan PekerjafBuruh sebagai suatu Alasan Penghapus 
Pidana dalam Perbuatan Pengusaha pada suatu Usaha Dagang yang Tidak 
Memenuhi Ketentuan Pengupahan". Dosen yang juga mahasiswa ·s-3 pada Sekolah 
Pascasarjana Program Doktor FH-UGM, Hwian Christianto, tertarik untuk menulis 
ten tang "Kajian FilsafatPerbuatan Pornografi Internet (Cyberporn )"dan dilanjutkan 
oleh Nabbilah Amir yang meneliti tentang "Aspek Hukuin Tata Ruang dalam 
Pengelolaa~ Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah". Nur 
Latifah Hanum menulis mengenai "Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam 
Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia". Terakhir, Anton Hendrik menjelaskan 
tentang "Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi 
lnternasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber." Dengan terbitnya jurnal 
, ARGUMENTUM yang kedua ini, kami berharap semakin banyak basil penelitian 
mahasiswa dan dosen, serta tulisan-tulisan lepas dosen-dosen hukum yang dapat 
dipublikasikan melalui jurnal ini agar dapat memberikan pencerahan dan pengeta-
huan kepada masyarakat. 
Surabaya, Maret 2017 
Redaksi 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam 
Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia 
Nur Latifah Hanum., S.H., M.H. • 
ABSTRACT 
Indonesia is a Rule of Law as mandated by Article 1 Para·graph (3) The 
Constitution of Indonesia 1945. One type of Rule of The Law _is the limitation 
of power. Limitation of power is synonymous with the division of powers 
teory and the separation of powers. Post Amendment of the Indonesia 
Constitution 1945, Indonesia embraced the theory of separation of powers 
and the check and balances principal. Look Montesquieu thought, state 
power is basically divided into three powers, namely the Executive, 
Legislative and Judicial, although for the currently state, the separation qf the 
three powers is considered irrelevant. After amendment the Indonesia 
Constitution of 1945, appeared several new state institution in Indonesia. In 
the judicial power, emerged as one of the holders of judicial authority other 
than the Supreme Court, Constitutional Court. The existence of the 
Constitutional Court is expected to be the guardian of the constitution as the 
supreme law of the country. The Constitutional Court has a mandate that is 
heavy, so that the agency should be able to be independent and impartial 
institution' to uphold the sovereignty of the people guaranteed by the 
Constitution. Besides the existence of the Constitutional Court must be 
strengthened both in terms of institutional and personal, so that trust to the 
Constitutional Court will be back. 
Keywords: Constitutional Court, Judicial Power, Trust 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah diamatkan 
pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ciri yang dominan 
dalam negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan (limitation of 
power). Berbicara mengenai pembatasan kekuasaan maka hal ini erat 
kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) maupun 
teori pembagian kekuasaan (distribution of power). 
• Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya 
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Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan diawali oleh gagasan John 
Locke yang mengkritik kekuasaan absolut raja yang dikemukakan oleh 
Hobbes. Locke kemudian membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, 
eksekutif dan federatif. Sejalan dengan John Locke, Montesqieu juga membagi 
kekuasaan menjadi tiga bagian dalam bukunya "De !'Esprit des lois" yaitu 
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang kemudian dikenal dengan 
"trias politica". 
PEMBAHASAN 
Lembaga Negara di Indonesia 
Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, struktur ketatanegaraan di 
Indonesia mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan 
adalah perubahan mengenai lembaga negara. Konsep distribution of power 
yang dulunya dipakai oleh UUD 1945 yang lama digantikan oleh sistem 
separation of power dengan tetap adanya sistem perimbangan kekuasaan 
(check and balances system) diantara kekuasaan negara satu sama lain. Hal ini 
menegaskan bahwa pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR bukan lagi 
memegang kekuasaan tertinggi dimana MPR merupakan lembaga tertingg1 
negara. Perubahan ini menandakan perubahan jika dulu kekuasaan bersifat 
vertikal hierarkis, kini kekuasaan bersifat horisontal, yaitu bahwa semua 
kekuasaan negara memiliki kedudukan yang seimbang dan saling kontrol 
antara kekuasaan negara. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi 
di Indonesia yang kemudian memberikan kekuasaan kepada tiga kekuasaan 
negara yang diwujudkan dalam beberapa lembaga negara dengan kedudukan 
yang sama dan sejajar. 
Mengenai lembaga negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa 
lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi 
kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 
kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu 
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saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.l 
Lebih lanjut Jimly membedakan lembaga negara di tingkat pusat 
dalam em pat tingkatan kelembagaan, yaitu:2 
1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan 
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusarr Presiden; 
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang 
diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan 
Presiden; 
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden; 
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang 
ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau 
keputusan pejabat di bawah Menteri. 
Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat delapan lembaga 
negara di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang secara langsung disebutkan, 
yakni Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi 
Yudisial (KY). Berbicara mengenai lembaga negara di atas apabila 
mencermati teori Montesqieu mengenai Trias Politika, maka kekuasaan 
terse but dapat di bagi menjadi tiga kekuasaan, yakni Eksekutif, Legislatif dan 
Yudikatif. Meskipun demikian, teori Montesqieu kini dirasa tidak relevan lagi: 
Hal ini menurut Jimly Asshiddiqie, dikarenakan tidak mungkin lagi 
mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara 
1 Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi.Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, h. 43. 
2 Jimly Asshiddiqie. Perkembangan ........ Loc.Cit. h. 50. 
341 
eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan 
dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak 
mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan 
saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and 
balances.J 
Dewasa ini, kehidupan demokrasi tidak hanya berkutat pada teori 
trias politika saja, namun kini sangat dipengaruhi oleh tiga macam 
kekuasaan, yaitu negara (state), pasar (market) dan masyarakat (civil 
society). Ketiga kekuasaan tersebut harus berjalan beriringan. Apabila 
negara lebih dominan maka yang terjadi adalah sebuah negara yang kapitalis. 
Begitu juga apabila pasar yang kuat, maka negara akan menjadi negara yang 
didekte dan dikuasai oleh kaum yang memiliki modal saja. Selain itu, apabila 
negara dikuasai oleh masyarakat maka dikhawatirkan akan terjadi suatu 
keadaan chaos. Oleh karena itu, ketiga kekuasaan tersebut harus berjalan 
beriringan dalam menjalankan kehidupan demokrasi. 
Mabkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia 
Mencermati beberapa lembaga negara yang muncul pasca 
amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa lembaga negara baru 
di dalamnya. Salah satu lembaga negara baru hasil amandemen adalah 
Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga negara yang 
menjalankan kewenangannya dalam bidang yudikatif bersama dengat:t 
Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan 
kedudukan Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan 
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman Uudiciary) yang merdeka dan 
terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) 
dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature). Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak 
mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan 
3 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan ...... Loc.Cit, h.36. 
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puncak sistem _Peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan 
secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan 
peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer:t 
Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan 
sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan 
keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainriya, sedangkan 
Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang. melainkan 
dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di 
Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan 
kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan 
umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-
norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per 
orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. 
Yang bersifat konkrit dan individual paling-paling hanya yang berkenaan 
dengan perkara 'impeachment' terhadap PresidenfWakil . Presiden. Oleh 
karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan 
memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah 'court 
of justice', sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah 'court of law~ . Yang satu 
mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua 
mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.s 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari 
campur tangan kekuasaan manapun. Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang independen dan imparsial. Konsep pemisahan kekuasaan 
sesungguhnya merujuk agar supaya kekuasaan yudikatif bebas dari campur 
tangan ekskutif maupun Jegislatif. 
4 Jimly Asshiddiqie. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di 
Indonesia. Makalah disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2 September 2004, h. 2. 
5 Jbid. 
343 
Kemunculan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas 
perkembangan negara demokrasi di abad XX. Berdirinya Mahkamah 
Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung 
mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh 
sebelum negara kebangsaan yang modern (modern-nation-state), yang pada 
dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma 
hukum yang lebih tinggi.6 
Sejarah modern judicial review yang merupak<m - ciri utama 
kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh 
Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya kasus Marbury vs Madison 
(1803). Mahkamah Agung Amerika Serikat diketuai oleh Hakim Agung John 
Marshall memutus sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang 
dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannnya sebagai ketua Mahkamah 
Agung.7 
Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam 
sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan 
praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang 
federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan 
bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.8 
Sebagai ide, format kelembagaan Mahkamah Konstitusi ini dipelopori 
oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikannya ke 
dalam rumusan konstitusi Austria pada tahun 1919-1920.9 Meskipun 
demikian, namun yang pertama kali mendirikan Mahkamah Konstitusi 
dengan model mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk 
6 Maruar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Rl, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 
5. 
7 Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: 
Konstitusi Press, 2005, h. 18. 
a Ibid. H. 19. 
9 Jlmly Asshiddiqle. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 
1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, h.22. 
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mengawasi dan membatalkan undang-undang adalah Cekoslovakia.lO 
Namun, meskipun dapat dikatakan masih baru, dalam sidang BPUPKI tahun 
1945, Muhammad Yamin sudah pernah melontarkan ide untuk 
mengadopsikannya ke dalam rumusan UUD 1945. Akan tetapi ide ini 
ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem 
berpikir UUD 1945 yang memang ketika itu didesain atas dasar prinsip 
supremasi parlemen dengan menempatkan MPR sebagai instansi tertinggi, 
sehingga tidak cocok dengan asumsi dasar Mahkamah i<onstitusi yang 
mengadakan hubungan antar lembaga yang bersifat check and balances.11 
Seiring dengan tuntutan konsep negara hukum di abad XX, di 
Indonesia pembentukan Mahkamah Konstitusi kemudian ditegaskan 
keberadaannya dalam Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 ayat 
(2), yang telah meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara 
pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Hal ini dapat 
memberikan gambaran bahwasanya Konstitusi telah memberikan amanat 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang 
mandiri. Selanjutnya Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan 
kewenangan serta kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk: 
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar; 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 
3. Memutus pembubaran partai politik; 
4. Memutus perselisihan tentang basil pemilihan urn urn; 
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakya~ 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danfatau Wakil 
Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
10 Maruar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: 
Konstitusi Press, 2006, h.S. 
11 Op.Cit 
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Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diharapkan mampu 
menjadi The Guardian of the Constitution. Selanjutnya berkaitan dengan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas UU 
terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi sering pula 
disebut sebagai lembaga penafsir konstitusi (the Sole Interpreter of the 
Constitution). Selain dua sebutan di atas beberapa kewenangan Mahkamah 
Konstitusi berkaitan erat dengan perlidungan hak konstitusiunalitas warga 
negara, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan·the protector of 
human rights. 
Beberapa sebutan di atas tentu meletakkan Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga yang sangat erat kaitannya dengan penjagaan konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab yang besar akan konstitusi 
sebagai dasar negara. 
Keberadaannya yang erat kaitannya dengan konsti tusi tentu 
mengemban amanah yang sangat besar, sehingga Mahkamah Konstitusi 
seharusnya menjadi lembaga negara yang benar-benar menjaga 
independensi serta imparsialitasnya dalam menjalankan kekuasaan 
kehakiman. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan dan kewajiban 
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Meskipun sesungguhnya 
sebagaimana dikatakan Harjono pada dasarnya kewenangan inti Mahkamah 
Konstitusi hanya ada dua hal, yaitu menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 
Kewenangan lain Mahkamah Konstitusi seperti pembubaran partai 
politiksebenarnya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara .. 
Begitu pula dengan kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum 
sebenarnya tidak memiliki isi hukum karena sekedar persoalan cara dan 
basil menghitung perolehan suara yang benar. Sementara mengenai 
kewajiban impeachment terhadap Presiden danjatau Wakil Presiden 
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sebetulnya cukup diberikan kepada Mahkamah Agung karena proses 
impeachment pembuktiannya lebih banyak terkait dengan hukum pidana 
yang merupakan ranah hukum Mahkamah Agung.12 Oleh karena itu, menurut 
Harjono, dua kewenangan dan satu kewajiban ini sebetulnya merupakan 
kewenangan sekunder Mahkamah Konstitusi. 
Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
dikemukakan diatas adalah sebagai berikut : 
1. Mengadili pada tingkat pertama dan teFakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar; 
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian 
UU terhadap UUD ini seringkali disebut dengan istilah judicial 
review. Judicial review yang dilakukan olehm Mahkamah 
Konstitusi bertujuan untuk menguji konstitusionalitas Undang-
Undang. 
Sebagai lembaga kehakiman yang berwenang melakukan 
pengujian konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah 
Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas 
undang-undang secara materiil maupun formil. Pengujian 
konstitusionalitas tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang 
tertulis dalam naskah undang-undang dasar sebab undang-
undang dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang 
tertulis. Selain ada konstitusi tertulis, ada pula konstitusi tidak 
tertulis, yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam 
praktek ketatanegaraan.t3 
12 Harjono dalam Munafrizal Manan. Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi. 
Bandung: Mandar Maju. 2012, h.43. 
13 Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiRI, 2006, h. 7-8. 
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Dengan demikian diharapkan Mahkamah Konstitusi mampu 
melindungi hak konstitusionalitas warga negara yang 
terenggut oleh peraturan perundang-undangan yang tidak 
sesuai dengan Konstitusi. Mengingat Undang-Undang 
merupakan produk politik yang di dalamnya terkandung 
beberapa kepentingan politik banyak pihak, sehingga perlu 
dilakukan pengujian konstitusionalitas apabila· disinyalir ada 
yang tidak sesuai dengan Konstitusi. Hal ini- sejalan dengan 
kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi. 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara y,ang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 
Kewenangan memutus sengketa lembaga negara ini adalah 
kewenangan memutus sengketa lembaga negara yang diatur 
dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti hanya sengketa 
lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam 
Undang-Undang Dasarlah yang dapat diputus oleh Mahkamah 
Konstitusi. 
Pasca reformasi dengan munculnya banyak Iembaga negara 
baru dengan posisi yang sederajat, maka dikhawatirkan hal ini 
akan terjadi sengketa diantara lembaga negara yang ada. Oleh 
karena itu maka muncul pemikiran harus adanya satu bada~ 
yang khusus menangani penyelesaian sengketa kewenangan 
lembaga negara. 
3. Memutus pembubaran partai politik; 
Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah meletakkan 
kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 1945 .. 
Hal ini menegaskan kembali bahwa Indonesia meletakkan 
kekuasaan tertingginya kepada rakyat yang dilaksanakan 
harus sesuai dengan kaidah Konstitusi. Pada dasarnya hak 
berserikat dan hak berkumpul telah dijamin dalam Konstitusi 
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demokratis.l4 Penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan 
umum(PHPU) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah 
Konstitusi, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 24C Ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945. 
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 
danfatau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
Kewajiban Mahkamah Konstitusi terkait dengan. pemakzulan 
(impeachment) terhadap Presiden danjatau Wakil Presiden 
telah diatur dalam Pasal 78 Ayat UUD NRI Tahun 1945. 
Kewajiban ini menurut Harjono, sebagaimana dikutip di atas 
merupakan kewenangan sekunder.1s 
Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi 
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga berkewajiban 
tunduk terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan 
kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan kehakiman. 
Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, tentu Mahkamah 
Konstitusi berpegang pada prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam 
sistem peradilan sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, yaitu:16 
1. Prinsip Independensi (the principle of judicial independence) 
Independen berarti mandiri. Independensi melekat sangat 
dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan 
pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat 
dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang 
berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. lndependensi hakim 
14 Mustafa Lutfi. Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia. Yogyakarta: Ull Press, 2010, h. 
5. 
1s Harjo no dalam Munafrizal Manan, Op. Cit. 
16 Jimly Asshiddiqie. Pengantar llmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 
317-318. 
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dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan 
kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai 
institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri 
hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi dengan 
halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan 
karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari 
pemerintah atau kekeuatan politik yang berkuasa, kelompok 
atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian 
tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa 
keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk 
Jainnya. 
2. ·Prinsip Imparsialitas (the principle of judicial impartiality) 
Prinsip ini merupakan prinsip ketidakberpihakan yang melekat 
dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan 
memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang 
diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap 
netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang 
terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu 
pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam 
mengenai keseimbangan antarkepentingan yang terkait 
dengan perkara. 
Selain dua prinsip tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang juga penting 
dalam kekuasaan kehakiman, yaitu:17 
1. lntegritas 
Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerinkan 
keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai 
pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas 
jabatannya. Dalam prinsip ini termasuk sikap kejujuran 
seorang pejabat dalam menjalankan profesionalitasnya. 
17 Jimly Asshiddiqie, Ibid, h.318-319. 
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2. Kepantasan dan Kesopanan 
Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi 
yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri 
dengan tepat Sedangkan kesopanan lebih kepada bagaimana 
seorang hakim menghormati dan tidak merendahkan orang 
lain. 
3. Kesetaraan 
Sikap ini harus senantiasa melekat dalam diri hakim untuk 
senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan 
secara sama sesuai dengan kedudukannyamasing-ma:;ing 
dalam proses peradilan, 
4. Kecakapan dan Keseksamaan 
Kecakapan hakim sangat berhubungan dengan kemampuan 
profesionlitas hakim. Sedangkan keseksamaan sangat 
berhubungan dengan kecermatan seorang hakim. 
Melalui UU Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan pula asas 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Salah satu asas dalam 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang juga penting adalah 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu 
bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal ini, ketentuan tersebut 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat 
Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana 
kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan_ 
ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga 
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hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus 
direformasi atau dihapuskan jika tidak adiJ.lB 
Pengertian keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yaitu keadilan 
dalam arti formal dan keadilan dalam arti materiil. Keadilan dalam arti 
formal adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara umum, 
sedangkan keadilan dalam arti materiil adalah keadilan dalam arti bahwa 
setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakdt.19 
Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Vusriadi, telah 
mengemukakan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan utama hukum, dimana hul.mm 
dilihat sebagai sebuah ide yaitu hukum harus mampu melahirkan keadilan 
masyarakat. Selain itu, hukum juga dilihat sebagai institusi peraturan yang 
harus ditaati sehingga mampu menjamin kepastian hukum. Selanjutnya 
hukum juga harus terkait dengan masyarakat, dimana hukum dilihat sebagai 
sebuah kenyataan. Meskipun demikian, keadilan dan kepastian adalah dua 
hal yang bersifat spannungsverhaltnis atau bersifat saling ketegangan, 
sehingga keduanya tidak dapat disatukan.zo 
Kembali pada amanat Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, 
maka dapat disimpulkan bahwa hakim tidak boleh hanya sebagai mulut 
undang-undang, namun hakim harus mampu melakukan penemuan hukum 
(rechtsvinding) sehingga mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan ba~ 
masyarakat. Hal ini dikarenakan hakim melalui penemuan hukumnya 
mampu membuat hukum. Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum 
merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada 
kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat man usia bahagia.21 
18 John Rawls. A Theory of Justice. Diterjemahkan kembali oleh Uzair Fauzan dan Heru 
Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011, h .. 3-4. 
19 Frans Magnis Suseno dalam Martitah. Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke 
Positive Legislature, Jakarta: Konpress, 2013, h. 49. 
20 Yusriadi. Materi Kuliah Teori Hukum. Disampaikan pada kelas Fasttrack Magister llmu 
Hukum Universitas Diponegoro pada 14 September 2013. 
21 Satjipto Rahardjo dalam Martita h. Op.Cit, h. 36. 
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Kembali kepada Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,dapat 
dikatakan bahwa· hakim harus mampu menggali nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat sehingga hakim mampu mengubah keadilan normatif kepada 
keadilan substantif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hakim 
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi harus mampu menggali nilai-nilai yang 
ada dalam masyarakat dalam menjalankan kewenangannya, sehingga 
keadilan yang didambakan masyarakat mampu tercapai. 
Eksistensi Mahkamab Konstitusi di Indonesia 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia kini sedang diterpa 
angin. Semenjak kasus korupsi yang melibatkan hakim konstitusi Akil Mohtar 
dan Patrialis Akbar isu mengenai pembubaran Mahkamah Konstitusi makin 
santer terdengar. Beberapa pihak beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi 
perlu di bubarkan. 
Melalui jurnal ini penulis ingin kembali meneguhkan kedudukan 
Mahkamah Konstitusi. Isu pembubaran Mahkamah Konstitusi seharusnya 
dinetralisir dengan menguatkan keberadaan lembaga penjaga·konstitusi ini. 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya 
merupakan tuntutan negara hukum modern abad XX. Negara hukum modern 
di abad XX merupakan negara hukum yang berkonsepsikan negara 
kesejahteraan (welfare state), dimana negara bukan lagi sebagai penjaga 
malam. Negara kesejahteran merupakan negara yang menjamin 
berlangsungnya hak-hak dasar warga negaranya. Pemerintah di negara yang 
menganut konsep negara hukum modern memiliki kewajiban untuk 
mengawal berlangsungnya hak-hak dasar warga negaranya. Mahkamah 
Konstitusi merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan 
mengawal jalannya konstitusi. 
Kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari 
zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau 
oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional delT'okrasi, 
konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan 
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penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi 
sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan 
penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi 
bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga koeamanan dan 
kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan pnguasa, menjadi 
senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu 
golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk m~mbangun tata 
kehidupan baru atas dasar Jandasan kepentingan bersamcr rakyat dengan 
menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, 
universalisme, demokrasi dan sebagainya.22 
Dalam sejarahnya di dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk 
menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur 
jalannya pemerintahan.23Di Indonesia, konstitusi juga mengatur mengenai 
hak-hak rakyat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga 
konstitusi secara Jangsung juga merupakan lembaga yang berkewajiban 
untuk menjaga hak rakyat. Melalui berbagai kewenangannya, Mahkamah 
Konstitusi hadir untuk memenuhi hak konstitusional yang tercederai. 
Memang di beberapa negara fungsi Mahkamah Konstitusi terkadang bersatu 
Dalam satu lembaga, seperti Mahkamah Agung. Namun di beberapa negara 
lain fungsi Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan fungsi Mahkamah Agung 
yang kemudian berada dalam dua lembaga yang berbeda. Pembedaan kedua 
lembaga tersebut pada hakikatnya dikarenakan Mahkamah Konstitusi sendiri 
pada dasarnya adalah pengadilan hukum (court of law) dan Mahkamah 
Agung merupakan lembaga pengadilan keadilan itu sendiri (court of justice). 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewajiban untuk 
memberikan keadilan pada hukum, dimana yang diadili disini bukan orang. 
per orang, namun hukum secara keseluruhan. Berdasarkan kewenangan 
itulah maka keberadaan Mahkamah Konstitusi harus dikuatkan baik dari sisi 




kelembagaannya maupun personalnya. Ide pembubaran Mahkamah 
Konstitusi rupanya menurut penulis merupakan ide kemunduran Indonesia 
dalam menjalani proses demokratisasi. Penulis beranggapan bahwa 
Mahkamah Konstitusi harus tetap ada guna menjamin keberlangsungan hak 
konstitusionalitas warga negara serta menjaga marwah konstitusi. 
UUD NRI Tahun 1945 merupakan kristalisasi dari kedaulatan rakyat. 
Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan konstitusi sebagai 
dasar pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti konstitnsi -sangat sakral 
dimana di dalamnya terkandung kepentingan rakyat. Rakyat dalam 
kehidupan demokrasi adalah hal terpenting yang tidak dapat diabaikan 
begitu saja. Mahkamah Konstitusi · dalam hal ini berperan sebagai the 
Guardian of Constitution yang harus menjamin keberadaan peraturan-
peraturan di bawah UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. Pembubaran 
Mahkamah Konstitusi tentu hal yang mundur, mengingat keberdaan 
Mahkamah Konstitusi merupakan tantangan negara hukum moderen. Pasca 
reformasi, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penjaga marwah 
konstitusi, sehingga diharapkan hak konstitusionalitas yang tercermin dalam 
Konstitusi Indonesia selalu terjaga dengan baik. 
Selain dari sisi kewenangannya, eksistensi keberadaan Mahkamah 
Konstitusi telah dijamin dalam UUD. Pembubaran Mahkamah Konstitusi 
tentu bukan perkara yang mudah. Pembubaran Mahkamah Konstitusi yang 
jelas dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 memerlukan perubahan 
konstitusi. Perubahan konstitusi di Indonesia pada dasarnya memang 
tleksibel sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, namun 
pelaksanaan perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara politis menurut penulis 
sangat sulit Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak semudah merubah 
sebuah undang-undang biasa. Kepentingan politik akan mewarnai perubahan 
UUD NRI Tahun 1945. Menghindari berbagai kepentingan politik yang 
bermacam-macam serta demi penjaminan kepastian hukum, maka penulis 
menyarankan agar seluruh lapisan masyarakat muJai membulatkan 
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pandangan untuk tetap menguatkan eksistensi Mahkamah Konstitusi di 
tengah isu-isu politik yang mulai menyudutkan keberadaan lembaga penjaga 
konstitusi ini. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang masih sangat muda di 
Indonesia tentu merupakan tantangan dalam menghadapi terpaan-terpaan 
terhadap lembaga negara ini. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga penjaga konstitusi harus mampu menjaga independensi 
serta imparsialitasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, 
hakim Mahkamah Konstitusi juga harus mampu mnjaga integritasnya, 
sehingga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi semakin baik 
lagi. 
PENUTUP 
Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang memegang 
kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengawal 
jalannya Konstitusi. Dalam mengawal jalannya konstitusi, Mahkamah 
Konstitusi harus mampu menunjukkan independensi serta imparsialitasnya. 
Hakim Konstitusi dituntut untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman 
yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dituntut mampu 
untuk menjaga integritasnya. Konstitusi merupakan hukum tertinggi negara 
yang memuat hal-hal konstitusional dalam ketatanegaraan di suatu negara. 
Oleh karena itu, amanat yang dipegang Mahkamah Konstitusi merupakan 
amanat suci yang akan selalu menjadi patokan masyarakat dalam melihat 
bagaimana arah negara ini. Dengan demikian, perlu menjadi renungan 
bersama apakah Mahkamah Konstitusi kini masih mampu menjaga rasa 
keadilan masyarakat dalam berbagai kewenangan yang dijalankannya. Hal ini 
mengingat banyaknya kasus yang melanda lembaga negara saat ini termasuk 
Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mampu 
menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat untuk mengembalikan 
kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak k;:mstitusi ini., mengingat 
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pentingnya ada suatu lembaga sebagai pengadilan hukum yang menjamin 
jalannya hukum dalam koridor keadilan. 
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